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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Porubahan 
aras Pera, uran Bupau Purworejo Nomor 21 Tahun 
2020 teruang Penggunaan Belanja Tidnk Terduge 
dalam Anggaran Pendnpatan dan Belanja Daerah 
untuk Pereepatan Penanganan Coronauirue Disease 
2019 d1 Kabupaten Purworejo: 

b. bahwa sejalan dengan pcrkornbangan kcadnan dan 
k uutuhan dalam percepatan penanganan 
Coronuvuu« Disease 2019 th Kul1upall•11 Purwureju, 
rnaka oeberapa kctentuan dalam Peraturan Bupati 
sebagaimana dlmaksud dalam huruf a sudah tidak 
sesuai lagi sehingga perlu diubah; 

Menimbang a, bnhwa untuk mernberikan pedoman dan lnndasan 
hukum dalarn penggunaan Belanja Tidak Terduga 
dalarn Anggaran Pendapatan den Bc1a.nja Ooerah 
untuk percepatan penanganan CornrtatrinIB Disease 
.,10H1 secara cepai. tepat. tokus. terpadu dan 
smergis telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Purworejo Norn.or 27 Tahun 2020 tenrang 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalarn Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah uruuk Percepatan 
Pcnanganan CtJrot1avirus Disease 2019 dJ Kabupaten 
Purworejo: 

BUPATI PURWOR&JO, 

DENOAN RAIIMAi TUHAN YANU MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPJ\Tl PURWOREJO 
NOMOR 2 l TAHUN 2020 TENTANO 

PENOOUNAAN BELANJA TLOAK TERDUGA 
DAL.+\M ANGOARAN PENDAPATAN DAN BElANJA DA!:<:RAH 

UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRtrS DISEASE 2019 
DI t<ABUPATEN PURWORF'.....10 

TENTANO 

PERATURAN BUPATl PURWOREJO 
NOMOR38 TAHU N 2020 
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PROVINSl JA\VA TENC~ 
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Menem.pkan : PERATURAN BUPATJ TENTANO PERUBAHAN ATAS 
f>ERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 2 t TAHUN 
2020 TENTANO PENOOUNAAN BELANJA TIDAK 
TERDUGA DAIAM ANGOARAN PENOAPATAN DAN 
BBi.ANJA DAERAH UNTUT{ PERCEPATAN 
PENANOANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 or 
KABUPATEN PURWOREJO. 

M~MUTUSKAN: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik tndonesia Tahun 1945; 

2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tantang 
Pernbenrukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
l .. ingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang 
Pomerlntaha.n Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Norn.or 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871, 
sebagalmana relah diubah beberapa kall, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahun Daerah 
(Lernbaran Negara Republtk lndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5679): 

4. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

5. Peraturan Me.nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2013 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah dlubah beberapa kalt, 
terakhir dengan Peratura n Menteri Dalam Negeri 
Namor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Pernturan Menter! Dalam Negerl Namor 13 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah {Bcrit.a Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nornor 31 O); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Caronaoirue 
Disease 2019 [Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 249); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 
Tahun '2016 tent.ang Pokok-pckok Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2016 Nomor 22li 

Mengingat 



Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjumya 

disingkat APBD, adalah renoana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID· 
2019, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe 
Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2. 

6 Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 
yang selanjutnya disingkar BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. 

7 Perangkat Oaerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Purworejo yang secara fungsional terkait dengan antisipaei dan 
penanganan dampak penularan COVID-19 dl Kabupaien 
Purworejo. 

8. Satuan I<erja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkar SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang 
urusan pemerintahan pada Pernerintah Daerah yang 
rnelaksanakan pengelolaan ke:uangan Daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKO, adalah Kepala · BPPKAD yang mernpunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

10. Bendahara Urnum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara U mum Daerah. 

l 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, 
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD. 

Pasal I 

1. Ketentuan angka 26 PasaJ 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan daJam Peraruran Bupati Purworejo Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan 
Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo {Serita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 .Nomor 21 Seri E Nomor 17), 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 



13. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabar yang ditunjuk 
untuk menerima, rncrryimpnn, membayarknn, menatausahakan, 
dnn mempertanggungjawabknn uang untuk keperluan Belanja 
Bunga, Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi 
Hasil. Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan 
Pengeluaran Pernbiayaan Daerah dengan tertib dan terarur 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

14. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis, -'1ang 
selanjutnya dlsebut Bendnhara Pengelunran, adalnh pejabar 
yang ditunjuk untuk menanma, menyimpan, mernbayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungiav abka:n uang untuk 
keperluan bclanJa daerah daJam rangka pelaksanaan APBD 
pada Perangkat Daerah Teknia. 

15. Ougus Togas Percepatan Penanganan Caroruunrus Disease 
2019, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19, adalah 
Ougus 'fugas Percepatan Penenganan Coronauirus Disease 2019 
Kabupaten Purwor •Jo, 

16. Sekretariat adalah Sekretariat Ougus Tugas COVlD-2019 yang 
berkedudukan di Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

17. Pos Komando COVID~l 9, yang selanjumya disebut Posko COVID 
19, adalah pos knmando yang dibentuk untuk rnendukung 
percepatan penanganan COVlD-19 di tingkat Kahupaten, t.ingkat 
Kecamatan. dari tingkat Desa/ Keturahan. 

t8. Belanjn. Tidak Terduga adatah adalah pengeluaran anggaran 
atas beban APBI) untuk keperluan darurat termasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapat diprcdiksi sebelumnya serta 
pengemballan ntns kelebfhan penerimnan Daerah pada tnhun 
sebelurnnya. 

19. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TIJ, 
adalah tambahan uang muka vang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pernbantu untuk 
membiayai pengeluaran atas pelakaanaan APBD yang tidak 
cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (saru) 
bulan, 

20. Surat Perrnintaan Pernbayaran Tambahan Uang Persediaan, 
yang selanjutnya disingkat SPP-'l'U1 adalah dokumen yang 
d1ajukan oleb Bendahara Pengeluaran untuk permiruaan 
tarnbahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
Perangkat Daerah Teknis yang bersif at. mendesak dan tidak 
dapnt digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 

21. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan. yang 
selanjutnya disingkar SPM-TU. adalah dokurnen yang 
duerbitkan oleh PPKD untuk menerbitkan SP2D-TU ataa beban 
pengeluaran Dokumen Pelakaanaan Anggaran f'PKD. 
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(2\ Besaran rencana kebutunan belanja sebagalmana dirnaksud 
pada a~ at l l) huruf d didasarkan pada perhitungan yang 
disusun oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis. 

(I) Kepala Perangkat, Daerah Teknis rnengaiukan permohonan 
pencairan Belanja Tldak Terduga unruk mernbiaya; kegiaran 
percepatan pennnganan COVID-J 9 kepada PPKD selaku BUD, 
dengan dila.mpiri persyaralan: 
a. Keputusan Bupf\ri tenrang Penerapan Status Tanggap 

Darurat Bencana Non Alam Pandemi Coronavims Disease 
2019c.li Wilayah Kabupaten Purworejo, 

h Kepu rusan Bupau ten rang Pene-tRpRn r>enggunaan Belanja 
Ttdak Terduga u ntuk Percepatan Penanganan COl'JD- 19; 

c. surat penugasan Bupati kepada Perangkat Daerah Teknis 
unruk menggunakan BelnnJa Tidak Terduga dalarn rangka 
percepatan penanganan COVJD-19; 

d. rencana kebutuhan belanja untuk membiayai kegiatan 
percepatan penangsnan COVJD-l ~ dim 

o. Iorokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran, 

Pasal 6 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (41 Pasal 6 diuuah serta diantara ayat 
(2) dan ayat (J) disfsipkan I (AA1U) ayat, yakni ayar (2a) sehtngga 
Pn-RBJ 6 berbunyi sebagai berikut: 

22. Surn, Perinrah Peneairan Osma Tarnbahan Uang Persediann, 
yang selanjutnya dialngknt SP2D-TU, ndalnh dokumen yang 
digunakan sebagal dasar pencalran dana yang dlterbltkan oleh 
BUD berdasarkan SPM-TU. 

23. Surat Permintaan Pernbayaran Tarnbahun Uang Persediaan 
f'lihil, yang selartiutnya disingkat SPP-TU Nihll, adalah dokurnen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPl<D uruuk 
pcngcsahan pertanggungjawaban TU. 

24. Surat P ·rintah Memba -ar Tambahan Uang Persediaan Nihil, 
yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil, adalah dokumen yang 
dlajukan oleh PPKD untuk pengesahan pertanggungjawaban TU 
olch fungsi perbendaharaan pada SK.PKO dan selanjutnya 
drterbitkan S 1"'20-TU Nilul oleh Kuasa BUD. 

25 Surat P, rintah Pencairan Dana Tarnbnhan Uang Persediaan 
Nihil. yang s lanjuLnya dlsingkat SP20--TU Nihil, adalah 
dokurnen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pcngesahan 
pertanggungjawaban TU oleh fu ngs1 perbendaharaan pads 
SKPKD. 

26. B1a_vR Operasional adnlah biaya yang diperlukan dalam rangka 
rnendukurrg percepatan penanganan COVID 19. antara Jain 
berupa alat tuns kantor, cetak dan penggandaan, jamuan 
muken dan mmum, transportasr, honoranum narasumber, 
biayu perjalanan dinna, suplernen, jasa binatu, serta bahan 
bakar rninyak. 
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(8) Dalem hal dokurnen SPP-TU sebagalmana dimaksud pada ayat 
(5) Lidak lengkap <lan/aUtu tidak sah, PPK-Sh'"PKD 
mengemballkan dokumen SPP-TU kepada Bendahara 
I'engeluaran SKPKD untuk dilengkapi. 

(7) Dalam hal dokumcn SPP·TU Nchagaimaua dtmaksnd pada o_ya1 
(5) telah lengkap dan sah, rnakn PPKD menerbitkan SPM-TU. 

(6) Penelitian kelengkapan dokumcn SPP-TU sebagairnana 
dimaksud pada avct, (5) dllaksanekan oteh PPK-SJ\Pl<D. 

(51 Benclahara Pengeluaran SKPl,D berdasarkan Kenutusan Bupau 
ientang Penetapan Penggunaan Belan]a Tidak TcrdugFI,. untuk 
Pereepatan Penanganan COVJD 19, rnenerbitkan SPP TU 
duengkap. dengan dokumen, rnelipuri: 
a. surai pengarunr SPP·1'1.J; 
b. ringkasan SPP-TU: 
r rincran SPP-TU; 
tl. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD 

selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang ) an~ dlmtnta 
1idrtk dipergunakan unruk keperluan selain yang tereanrum 
dalarn rencana kebutuhan belanja dalam pcngajuaan SP2D­ 
TU kepada Kunsa BUD, dan 

f. pcrsyamtan pcncairnn scbagnimana dimaksud pada ayat ( J]. 

H) Kepala urut kerja yang rnenangani dana Belanja Tidak Terduga 
pada SKPKD bcrdasarkan dispoelsi permohonan pencairan 
sebagaimana rumaxsud pada nym (3), rnerrgnjukan penrairan 
dena Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran 
SKPh.TI. dilengkap; d .ngan kultansi clan pakta uuegrttas serta 
Surat Pernyaraan Tanggung JewAb Penenrnnan Dana Belanja 
Tidak Terduga yang sudah drtandatangaru Kepala Perangkar 
Daerah Teknis, 

(.3) PPKD selnku BUD mcndieposisi pcrmohonnn pencairan Belanja 
Tidak 'ferdugn sebagaimana dirnaksud pnda avat ( 1 J kepada 
Kepala unit kerja yang menangani Bt:lanja Ti<lak Terduga pacla 
SKPKD 

(2u)Rf'ncana kebutuhan b lanje sebagaimana dirnaksud pads ayar 
(J) huruf d dapat diubah scsuai kebutuhan dengan 
mernperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
luwilnja dituangkan dalarn berita acara perubahan rencana 
kebutuhan tx·1anja unruk memhiayal kegiatan percepatan 
penangannn COVID· 1 !J. 
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(5} Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak 
Terduga untuk perceparan penanganan COVJD-19 sebagaimana 
dirnaksud pada ayai (2) disampaikan olch Kcpala Perangkat 
Daerah Tekms kepada PPKD dengan dilarnpiri: 
a. buku pengeluaran yang sah dan lengkap: dan 
b. surat pemyataan tanggung jawab. 

(4) Kepala Perangkat Dae rah Teknis benanggung jawab secara Iieik 
dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak 
Terduga untuk percepaf an penanganan COVID-19 yang 
dike Iolanya. 

(3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan 
penanganan COVID-19 dicatai pada buku kas umum tersendiri 
olch Bcndahara Pengcluaran Perangkat Dacrah Teknis. 

(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagairnana dimaksud 
pada a-vat (1) dllakukan berdasarkan keburuhan rill yang 
penggunaa.nnya dapai berbentuk belanja pegawai, barang/ jasa, 
clan modal dengan berpedornan pada keientuan yang berlaku. 

(1) Peuggunaan Belanja Tidak Terduga unluk percepatan 
penanganan COVID~19. antara lain berupa: 
a belanja bidang kesehatan, antara lam pengadaan alat 

pelindung diri (APO) tenaga medis/ perugas Posko COVJD-19, 
sarans dan peralatan layanan kepada masvarakat, dan 
pcnanganan pasien CO'il7JJ- 1 9; 

b. penyediaan jaring pengarnanan sosial (social safety net). 
antara lam melalui pernberian banruan sosial kepada 
rnasyarakat rniskm/ kurang mampu ynng mengalarni 
penuru.nan daya beli akibat adanya panderni COVID-19; 

r- p<'nang<'tn::\n dampak ckonorni terutama mcnjaga agar dunia 
usaha di Daerah tetap hidup, antara lain rnelalui 
pernberdayaan usaha m.ik:ro, kecil dan menengah, serta 
koperasi dalarn rangka memulihkan Jan rnenstimulasi 
kegiatan perekonomian di Daerah; 

d pcnvediaanj pemberian logistik kepada masyarakat 
ierdampak COVID·l 9, ienaga medis, dan Posko COVID-19; 

e. biaya operasional untuk Gugus Tugas COVJD-19, 
Sekrerariat, Pcrangkai Daerah Teknis, clan/ atau Poska 
COVID-19: dan/atau 

f. biaya akornodasi bagi tcnaga .medis dan tenaga pendukung 
~.clama dl ternpat singga h (tnmsitJ 

Pasal 9 

3. Keterituan ayat ( 1) buruf c Pasal 9 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berfkut: 
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BERITA DAERAl I KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2020 NOMORJ SERI S NOMOR 32 

1Jg 
SAID l~OMI\DHON 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal is AJJ:rl 1 2020 
SEKRE:TARIS OAERA..rl lABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd 

AG US BASTIAN 

BUPATI PURWOREJO 

Dtretapkan di rurworejo 
pada tnnggal 25 11 2020 

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pcngundangan 
Perat uran Bupali ini dengan penernpatannj a lie.lam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraruran Bu1mti mi mulai berlaku pada tanggal druudangkan. 

Pasal II 


